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Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia  
Di Era Globalisasi *  
Syafrinaldi1 
A. Pendahuluan 
Hak milik intelektual merupakan kekayaan yang harus mendapat perlindungan 
hukum secara maksimal oleh negara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.  Kekayaan intelektual (intellectual property) adalah hasil dari kreasi 
intelektual manusia yang terdiri dari Hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas 
tanaman, rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu2. Merek 
sebagai bagian dari persoalan hak milik intelektual (intellectual property rights) 
mempunyai peran yang sangat strategis dan menentukan dalam memajukan penjualan 
suatu produk baik barang maupun jasa.  Karenanya merek lebih banyak dilihat dari sisi 
komersial semata, tanpa memandang aspek lainnya seperti penyalahgunaan merek oleh 
pihak ketiga dengan tanpa izin dari si pemilik merek. 
Keberadaan merek terkenal di era globalisasi ini semakin meluas dan jumlah yang 
semakin banyak.  Hal ini tentun saja karena persaingan bisnis yang semakin kompetitif di 
bidang barang dan jasa dari berbagai produser3.  Sebagus apapun kualitas suatu produk 
dimata konsumen jika produk itu tidak memiliki merek, maka kehadiran dan keunggulan 
kualitas tersebut tidak akan berarti apa-apa bagi produser.  Merek yang melekat pada 
suatu produk, baik barang maupun jasa, diibaratkan bagai dua sisi mata uang yang satu 
sama lainnya sangat berkaitan dan membutuhkan. 
Masuknya berbagai produk (barang dan jasa) dari luar negeri ke Indonesia 
membawa persoalan hukum yang berimplikasi luas dalam bidang perekonomian dan 
investasi di era perdagangan bebas dewasa ini4.  Apalagi produk tersebut merupakan 
                                                  
* Paper dipresentasikan pada Seminar Antar Bangsa Antara Universitas Islam Riau Dengan Universiti 
Utara Malaysia di Pekanbaru pada bulan Juni 2010. 
1 Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. adalah Guru Besar Dalam Bidang  Hak Milik Intelektual, Direktur 
Program Pascasarjana dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 
2 Ng-Loy Wee Loon, Law of Intellectual Property of Singapore,  Sweet & Maxwell Asia, Singapore, 2008, 
Hal. 4. 
3 Tay Pek San, Protection of Well Known Trade Marks, Thomson Sweet &Maxwell Asia, Singapore, 2007, 
hal. 1. 
4 Syafrinaldi, Urgensi Dan Permasalahan Harmonisasi Undang-Undang Merek Terhadap Protokol 
Madrid, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 28 No. 2 Tahun 2009, hal. 6. 
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produk dengan merek terkenal (well-known mark) yang sudah dikenal luas oleh 
masyarakat.  Keterkenalan merek yang dimiliki oleh suatu produk inilah seringkali 
menggiring pihak-pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan dengan cara menggunakan 
merek orang lain untuk jenis produk serupa secara melawan hukum.   
Hukum internasional sudah sejak lama memberikan perlindungan kepada merek-
merek terkenal ini, seperti yang termuat dalam Pasal 6bis Konvensi Paris 1883.  Memang 
ketentuan Pasal 6bis Konvensi Paris tidak menyebutkan kriteria untuk menentukan 
apakah suatu merek itu merupakan merek terkenal atau tidak, tetapi ketentuan Pasal 6bis 
diatas diatas hanya memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal 
dengan cara penolakkan pendaftaran merek yang mirip atau sama dengan merek terkenal 
milik orang lain.   
Ketiadaan batasan mengenai merek terkenal dan maraknya kasus-kasus 
pemalsuan atau peniruan merek di berbagai negara dari dulu hingga kini, terutama 
produk-produk dengan merek terkenal telah mendorong masyarakat internasional untuk 
menetapkan kriteria tentang merek terkenal tersebut.  Berbagai usaha secara terus 
menerus dilakukan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk 
memberikan perumusan yang lebih jelas secara yuridis tentang merek terkenal yang 
berpuncak pada tanggal 29 September 1999 dengan diterimanya „Joint Recommendation 
concerning the Protection of Well-Known Marks”.  
Tulisan ini mencoba untuk menelaah perlindungan merek terkenal dalam 
perspektif hukum internasional dan hukum nasional. 
 
B. Perlindungan Merek Terkenal Menurut Hukum Internasional 
Pada tataran sistem hukum internasional sudah sangat jelas mengenai konsep 
hukum yang memberikan perlindungan terhadap merek terkenal.  Pasal 6bis Paris 
Convention for The Protection of Industrial Property tahun 1883 merupakan landasan 
hukum perlindungan merek terkenal bagi Negara-negara.  
Pasal 6bis Konvensi Paris memberikan kewenangan kepada negara untuk 
menentukan atau menetapkan kriterai apakah suatu merek itu dapat diklasifikasikan 
sebagai merek terkenal atau tidak. Yang jelas merek (terkenal) yang mendapatkan 
 3
perlindungan hukum hanyalah merek yang telah didaftarkan.  Hal ini sesuai dengan 
prinsip „the first to file“ atau „constitutive principle“.   
Salah satu alasan dibalik lahirnya TRPS Agreement adalah karena kurang 
lengkapnya pengaturan hak milik intelektual dalam Paris Convention, khususnya 
mengenai penyelesaian sengketa. Disamping itu, segala kekurangan yang terdapat pada 
Konvensi Paris dapat ditutupi oleh TRIPS.  Namun kenyataannya, dalam bidang merek 
pada umumnya dan merek terkenal khususnya dalam ketentuan TRIPS masih belum 
memadai.  Ketentuan yang terdapat dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights (TRIPS Agreement ) juga tidak memberikan dengan jelas mengenai ukuran-ukuran 
suatu merek terkenal.  Sehingga ketiadaan kriteria umum mengenai merek terkenal itu 
telah menimbulkan kerisauan masyarakat internasional. 
Perhatian masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan hukum 
secara khusus kepada merek terkenal dilahirkan dalam Joint Recommendation WIPO 
Member States pada tanggal 29 September 1999 di Jenewa, Swiss5. Dalam Article 2 Joint 
Recommendation memberikan rambu-rambu yang jelas mengenai kriteria untuk 
menentukan merek terkenal.   
Penguasa negara dapat menetapkan ukuran-ukuran (faktor-faktor) bagi suatu 
merek terkenal, antara lain :6 
a. The degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of 
the public;  
b. the duration, extent and geographical area of any use of the mark; 
c.  the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, 
including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, 
of the goods and/or services to which the mark applies; 
                                                  
5 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks Adopted by The 
Assemblies of The Paris Union For The Protection of Industrial Property And The General Assembly of 
World Intellectual Property Organization (WIPO) At The Thirty-Fourth Series of  Meetings of The 
Assemblies of The Member States   of WIPO yang berlangsung dari tanggal 20 hingga 29 September 1999 
di Markas Besar WIPO, Jenewa, Swiss. 
6 Article 2 (2) Joint Recommendation of  Assemblies of Member States of WIPO.  Ketentuan Article 2 ini 
tetap memberikan ruang (space) yang sangat flexible kepada Negara-negara untuk menentukan kriteria-
kriteria mengenai merek terkenal.   
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d. the duration and geographical area of any registrations, and/or any 
applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or 
recognition of the mark; 
e. the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the 
extent to which the mark was recognized as well known by competent 
authorities;  
f. the value associated with the mark. 
Kendatipun ketentuan Article 2 telah menetapkan kriteria mengenai merek 
terkenal, namun tetap memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Negara-negara 
sebagai masyarakat internasional untuk menetapkan criteria yang lebih jelas dan spesifik 
lagi di dalam peraturan perundang-undangan nasional di negara masing-masing. 
 
C. Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Di Era Globalisasi 
Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek 
Perusahaan Dan Merek Perniagaan pada satu sisi memang telah menunjukan adanya 
perkembangan dalam bidang hukum hak milik intelektual di tanah air.  Namun di sisi 
lain, kehadiran UU No. 21 Tahun 1961 tersebut ternyata telah menimbulkan persoalan 
hukum baru dalam bidang merek, karena UU No. 21 Tahun 1961 menggunakan prinsip 
„the first to use“ yang bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh Paris Convention 
1883, yakni prinsip „the first to file“7.  Hal inilah yang yang telah menimbulkan 
maraknya kasus-kasus pelanggaran merek di Indonesia, khususnya merek-merek terkenal 
dari luar negeri. 
UU Nomor 21 Tahun 1961 tidak memberikan definisi mengenai „merek“.  Dalam 
Pasal 2 UU No. 21 Tahun 1961 hanya dinyatakan bahwa hak khusus atas suatu merek 
dapat dimiliki oleh seseorang (beberapa orang) apabila memiliki daya beda dan pertama 
kali memakai merek itu di Indonesia. UU ini kemudian digantikan dengan UU Nomor 19 
Tahun 1992 tentang Merek. UU Merek yang diberlakukan pada tanggal 1 April 1993 
                                                  
7 Lihat Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 1961; lihat juga Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek 
Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa, PT. Citra Aditya Bakti,  Bandung, 1999, hal. 21. 
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tersebut menganut prinsip „the first to file“8, artinya merek yang mendapat perlindungan 
hukum adalah merek terdaftar.   
Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 1992 memberikan definisi „merek 
adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, 
atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan 
dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa“9.   
Dari rumusan Pasal 1 angka 1 tersebut diatas dapat dipahami bahwa merek 
merupakan faktor penting dalam dunia bisnis dan perdagangan dalam bidang barang atau 
jasa yang harus mendapat perlindungan hukum.  Nilai komersial yang terkandung dalam 
suatu „merek“ merupakan faktor utama dari perlindungan hukum tersebut10.  Tidak 
jarang suatu merek baru memiliki nilai komersial yang tinggi dan bahkan sangat tinggi 
setelah merek tersebut dipromosikan kepada masyarakat melalui berbagai cara dan 
dengan memasang iklan di berbagai media dalam waktu yang cukup lama dan 
menghabiskan biaya yang cukup besar.  
UU Nomor 19 Tahun 1992 tidak secara spesifik membuat pengaturan mengenai 
merek terkenal (well-known mark)11.  Ketentuan mengenai merek terkenal dalam UU No. 
19 tahun 1992 hanya dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a yang mengenai dapat 
ditolaknya pendaftaran suatu merek Kantor Merek dengan alas an menyerupai nama 
orang terkenal atau merek yang sudah terkenal lainnya. 
                                                  
8 Lihat Pasal 7 UU No. 19 Tahun 1992 dan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001; Prinsip ini juga lazim dikenal 
dengan “Constitutive Principle” yaitu prinsip yang memberikan perlindungan hukum hanya kepada merek 
yang telah didaftar. 
9 Definisi Merek ini tidak mengalami perubahan dengan definisi merek yang terdapat dalam Pasal 1 angka 
1 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; UU Nomor 15 Tahun 2001 ini mulai berlaku pada tanggal 1 
Agustus 2001; Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131. 
Bandingkan dengan definisi Merek dalam Pasal 1 UU Merek Inggris (Trademark Act 1994) : :”trademark 
means any sign cpable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or 
services of one undertaking from those of other undertakings” , dikutip dari Insan Budi Maulana, op cit, 
hal. 21. 
10 Disamping nilai komersial, juga terdapat nilai moral pada suatu merek yang berkaitan dengan 
kepribadian si pemilik hak merek tersebut.  Lihat Syafrinaldi, Der Schutz des geistigen eigentums in der 
Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und der Rechtsordnung der Republik Indonesien, Disertasi 
Doktor, Muenchen, jerman, Juni 2000, hal. 50 dstnya.   
11 Istilah lain yang digunakan untuk „merek terkenal“ dalam bahasa asing, seperti famous mark dan 
notorious mark. 
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Rumusan Pasal 6 ayat 2 huruf a tersebut mengalami perubahan dalam UU Nomor 
14 Tahun 199712, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: “Permintaan pendaftaran merek 
juga harus ditolak oleh Kantor Merek apabila : a. merupakan atau menyerupai nama 
orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas 
persetujuan dari yang berhak”.  
UU Merek selama ini tidak memberikan kriteria yang cukup jelas mengenai 
merek terkenal, sehingga memaksa Pemerintah untuk membuatkan criteria mengenai 
merek terkenal melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Tahun 1987 dan 
kemudian direvisi dengan SK Menteri Kehakiman RI Tahun 1991.  Meskipun 
Kepmenkeh RI ini tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, tetapi dalam praktik Keputusan Menteri Kehakiman ini sangat membantu dalam 
penentuan suatu merek itu dikategorikan sebagai merek terkenal atau tidak.   
Salah satu alasan yang menyebabkan Pemerintah melakukan perubahan terhadap 
UU Nomor 19 Tahun 1992 dengan UU No. 14 Tahun 1997 adalah factor perlindungan 
hukum terhadap merek terkenal yang dirasakan sangat lemah selama ini.  Peniruan 
terhadap merek terkenal yang dilakukan oleh pihak lain dengan suatu itikad tidak baik 
dan mengambil keuntungan komersial dari ketenaran merek orang lain tersebut sudah 
merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia13. 
Seiring dengan pesatnya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 
(informasi)14 di era globalisasi akhirnya Pemerintah mengganti UU No. 19 Tahun 1992 
dengan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang baru diberlakukan pada tanggal 1 
Agustus 2001.  Penggantian UU No. 19 Tahun 1997 dengan UU No. 15 Tahun 2001 
merupakan konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade 
                                                  
12 Perubahan rumusan Pasal 6 ayat 2 huruf a tersebut tidak substantive, tetapi hanya memberikan 
penekanan saja dengan ditambahkannya kata “harus ditolak”.  Dengan perubahan UU Merek Tahun 1997 
tetap saja tidak memberikan kriteria yang jelas mengenai merek terkenal tersebut.  
13 Lihat Penjelasan Atas UU Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 1992 
Tentang Merek, Diktum Ketentuan Umum angka 1. c. Sebagaimana dikutip dari sumber : Perubahan UU 
Tentang Hak Cipta, Paten Dan Merek Tahun 1997, Penerbit BP. Cipta Jaya, Jakarta, 1997, hal. 136; lihat 
juga Cita Citrawinda Prapantja, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi, Candra Pratama, 
Jakarta, 1999, hal. 6. 
14 Lihat Ahmadi Miru, Hukum Merek, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal.6; Syafrinaldi, Perlindungan 
Hukum Database Menurut TRIPS Agreement 1995 Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, 
Mahkamah, Vol. 17, Nomor 2, Oktober 2005, hal. 269.  
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Organization (WTO) yang pada lampirannya (Annex) terdapat Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS Agreement)15.   
UU No. 15 Tahun 2001 memberikan perhatian yang lebih terhadap merek 
terkenal jika dibandingkan dengan UU Merek sebelumnya.  Hal ini dapat dilihat dalam 
ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b dan huruf c yang memberikan ruang lingkup yang lebih 
luas dengan dimasukannya indikasi geografis16. 
Disamping itu, Pasal 6817 UU Nomor 15 Tahun 2001 juga memberikan peluang 
kepada pemilik merek terkenal asing untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran 
merek berdasarkan ketentuan Pasal 6 tersebut untuk jangka waktu paling lama 5 tahun 
dengan ketentuan bahwa si penggugat harus mengajukan permohonan pendaftaran 
terhadap merek terkenal miliknya di Indonesia.   
Berbeda dengan UU Merek sebelumnya, dalam Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 15 
Tahun 2001 dapat ditemukan criteria merek terkenal18 dengan berpedoman kepada 
beberapa factor sebagai berikut : 
a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut; 
b. Reputasi merek terkenal karena biaya promosi yang besar dan gencar; 
c. Investasi yang dilakukan di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh 
pemiliknya; 
d. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara; 
e. Pengadilan Niaga juga dapat memerintahkan lembaga independen untuk 
melakukan survei guna menilai apakah merek itu terkenal atau tidak. 
                                                  
15 Indonesia meratifikasi Perjanjian WTO dengan UU No. 7 Tahun 1994. 
16 Pasal 6 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 : „Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila 
Merek tersebut : a. …; b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang 
sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis; c. Mempunyai persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal“. 
17 Bandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 UU Nomor 19 Tahun 1992 yang berbunyi : 
ayat (1) : Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan 
berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. 
Ayat (2) : Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diajukan oleh pemilik merek yang 
tidak terdaftar. 
Ayat (3) : Pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Kantor Merek. 
18 Beberapa undang-undang merek dari beberapa Negara, seperti Indonesia, Singapore, dan juga Jerman 
tidak memberikan definisi mengenai merek terkenal tersebut, melainkan hanya criteria saja.  Lihat Tay Pek 
San, Op Cit., hal. 61. 
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Kriteria merek terkenal yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 tersebut sama 
dengan criteria yang terdapat dalam Joint Recommendation WIPO sebagaimana telah 
dijelaskan pada bagian terdahulu. 
Jadi, suatu merek yang tidak didaftarkan dan merek tersebut menyerupai merek 
terkenal dan digunakan dalam dunia bisnis dan perdagangan tetap tidak mendapat 
perlindungan hukum.  Dalam praktik dunia binis yang tidak sehat sekarang ini hal yang 
demikian sering terjadi dan ini betul-betul dapat menyesatkan dan merugikan masyarakat 
konsumen19. Meskipun praktik curang dan melanggar hukum ini terus berlangsung 
hingga kini namun aparat hukum terlihat sangat lemah dalam law enforcement20.     
Peniruan terhadap produk dengan merek terkenal saat ini di tanah air sangat 
mudah ditemukan di mana-mana.  Apalagi, pemalsuan merek terkenal ini juga didukung 
oleh penggunaan teknologi yang canggih sebagaimana salah satu ‚feature’ era 
globalisasi21.  Kemajuan teknologi ternyata sangat mempermudah proses terjadinya 
berbagai pelanggaran hukum, tidak terkecuali pelanggaran terhadap merek terkenal. 
Secara normatif, pemerintah Indonesia terus memberikan perhatian terhadap 
sanksi hukum bagi pelanggar hukum secara serius dengan cara membuatkan aturan 
sanksi pidana yang lebih tinggi.  Hal ini dimaksudkan agar hukum dapat membuat orang 
takut untuk melanggarnya.  Untuk itu undang-undang merek tahun 2001 memberikan 
sanksi pidana yang lebih tinggi dibandingkan dengan UU merek sebelumnya yaitu 
ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/ atau denda paling 
banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bagi orang yang dengan sengaja dan 
tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar 





                                                  
19 Lihat Howard B. Rockman, Intellectual Property Law For Engineers and Scientists, John Wiley & Sons, 
Inc., Publication, New Jersey, 2004, hal. 7. 
20 Law enforcement yang sangat lemah dalam bidang Hak Milik Intelektual di Indonesia merupakan salah 
satu factor yang membawa Negara Indonesia dicatat sebagai “watchlist country” oleh Amerika. 
21 Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi, 
UIR Press, Pekanbaru, 2010, hal. 63. 
22 Delik yang terdapat dalam UU Merek merupakan delik aduan (klag delikt). 
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D. Konklusi 
Merek terkenal merupakan merek yang sudah mendapat pengakuan dari 
konsumen pada taraf internasional yang harus mendapat perlindungan hukum baik oleh 
hukum internasional maupun hukum nasional.  Penegakan hukum harus mengoptimalkan 
perlindungan terhadap nilai ekonomi yang terdapat pada suatu merek (terkenal). 
Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia harus dilakukan secara 
serius oleh Pemerintah Indonesia.  Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 15 
tahun 2001 harus dilaksanakan agar “law enformcement” dapat memberikan rasa 
keadilan, sehingga potret negatif tentang Indonesia mengenai lemahnya penegakan 
hukum dalam bidang hak milik intelektual dapat diminimalisir.     
Maraknya kasus-kasus pelanggaran merek (terkenal) di Indonesia seolah-olah 
dianggap hal biasa oleh aparat penegak hukum.  Kondisi ini sudah barang tentu sangat 
merugikan banyak pihak, terutama si pemilik merek.  Sudah saatnya Pemerintah 
Indonesia memperlihatkan keseriusanannya di mata internasional dalam hal 
pemberantasan tindak pidana merek dengan cara menyeret  para pelaku ke pengadilan.  
Hal ini akan membuat citra Indonesia lebih dihormati oleh pelaku bisnis dan akan 
mendatangkan keuntungan bagi bangsa ini secara ekonomi, khususnya sebagai daya tarik 
untuk masuknya investor ke tanah air. 
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